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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang pada Triwulan lll Tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian program/ kegiatan
tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan Ill Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
tahun 2018-2023, pada tahun 2023 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari
1 (satu) sasaran strategis “Meningkatnya sistem pengendalian internal
penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya
efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan” dengan
1 (satu) indikator kinerja utama “Persentase Perangkat Daerah dengan
indeks penerapan sistem pengendalian internal (SP1) minimal 3,5".

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat
Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang
Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya
selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan
tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana
strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja.

Lumajang, /3 Oktober 2023
.~ INSPEKTUR DAERAH
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BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja bahwa Laporan
Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang henjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkiasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah
dilaksanakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut disajikan
dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Keuangan.

Selain memenuhi tuntutan akuntabilitas, hal terpenting dari latar
belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat
dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan terwujudnya
tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan
transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP adalah bagian dari perwujudan implementasi
sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lur'najang,
termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Sistem
pengendalian ini langkah manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi
dan tujuan strategis Inspekforat Daerah telah dapat terpenuhi. Upaya
penyelarasan antara program dan kegiatan diharapakan dapat
memberikan dukungan ‘secara memadai terhadap pencapaian visi dan
misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Katgupaten Lumajang. Atas dasar
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tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencal:':a
Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran dan program
inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. |

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan adalah
menilai capaian kinerja triwulan penyelenggaraan pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tujuan pelaporan kinerja Triwulan untuk memberikan informasi
kinerja triwulan yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk
meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat daerah

Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 13
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Susunan
Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur  pengawas
penyelenggaraan pemerintah daerah. In'spektorat Daerah dipimpin
oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada: Bupati melalui Sekretaris daerah.
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina
dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Di samping itu, Inspektorat Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi: |

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan
dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan
dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
Penyusunan laporan hasil pengawasan: ‘
Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi:
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Ta@ ™0 o

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui
penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK
Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan
jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi  fungsional
perencana dan jabatan Kasubag Analis dan Evaluasi menjadi
fungsional analis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat
Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021
tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

|
SEKRETARIS
f . 1
Jabatan Jabatan Subag Administrasi
Fungslonal Fungsional Analis Umum dan
Perancana Kebijakan Keuangan
I ] I ] 1
Inspektur Inspekiur Inspektur Inspekiur Inspektur
Pembantu | Pembantu Il Pembantu I} Pembantu [V Pembatu V
| ] T I ]
PPUPD PPUPD PPUPD PPUPD PPUPD
AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR:

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
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Pohon kinerja adaiah alat bantu bagi organisasi untuk
mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang
diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.
Melalui pohon kinetja, instansi pemerintah diharapkan dapat
mengenali alur logika yang dapat memandu dalam menemukan
. strategi dan alternatif solusi dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah menemukan alternatif solusi atau
pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar
mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu
penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di
lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal.
Pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditunjukkan
pada Gambar 2.
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Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Outcome tersebut diukur dengan:
"Indeks RB" Reformasi birokrasi adalah Govemance
(sesuai Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020)

v

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
QOutcome tersebut diukur dengan:
"Efektifitas Pengelolaan Resiko"
1. MRI + SPIP (sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Triwulan Il Tahun 2022)
2. Indeks SPI (sesuai ACRC, 2015 dan KPK)

J

Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
Outcome tersebut diukur dengan: _
Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SP! Minimal
3,5 (sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019)

4

Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Audit
_Outcome tersebut diukur dengan:
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindakianjuti
(Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/299/427.12/ 2016)

Meningkatnya kualitas audit intern
Outcome tersebut diukur dengan:
Persentase LHP yang sesuai standar (Peraturan AAIP| Nomor : PER -
01/AAIPI/DPN/2021)

i/

Meningkatnya kapabilitas APIP
Outcome tersebut diukur dengan:
Nilai Kapabilitas APIP
(Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabiiitas APIP - BPKP)

Gambar 2. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah
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Inspektorat Daerah telah menyusun pqhon kinerja yang sesuai
dengan oufcome pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan
hingga /evel operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik.
Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC
(governance risk management and Control) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalah aktual yang
sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten _Lumajang dan
Inspektorat Daerah pada khususnya.

Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :
a. Govemance (Tata Kelola) .

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang
perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan
tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik
adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata
kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan
program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata
kelola pemerintahan  suatu negara, semakin cepat pula
perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai
upayallangkah strategis dalam memperbaiki tata kelola
pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang
diharapkan dari Reformasi Birokrasi adaiah terciptanya
pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta
bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome
tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai
dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

b.  Risk Management (Manajemen Resiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi
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penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Resiko Indeks), IEPK
(Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP.
QOutcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Resiko
dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas
sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu
memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah
daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi
melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks
menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin
baik. Qutcome tersebut diukur dengan Indeks. SPI (Survei
Penilaian Integritas).

Control/Compliance (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan
dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan
khususnya terkait penyelenggaraan manajemen resiko dan
penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outc_:ome
tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan
Sistem Pengendalian Internai (SPI) Minimal 3,5.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan
"adalah laporan  hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat
daerah wajib mela_kukan tindak lanjut atas temuan sebagai
perbaikan internal yang selaras dengan risk register yang telah
disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di
perangkat daerah tersebut. Qutcome tersebut diukur dengan
Persentase rekomendasi hasi! pengawasan yang ditindaklanjuti

dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor
:188.45/299/427.12 120186.

PENDAHULUAN | 7




e,

Luporan Kinerla Triwulan
Il Tahun 2023

inspektorat Daerah

Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang
tugas sebagai pemberi lasa assurance dan Jasa consulting.
Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara
penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan
kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting
dalam pemenuhan standar audit. Output dari
pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/
peéngawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang
temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu.
Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang
memenuhi standar.

Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan
untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam
dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu
Kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan
yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,
kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP
agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas
peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang
memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas
APIP atas assessment dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan Jumlah dan komposisi Pegawai pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang pada Triwulan 1! dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Triwulan ]| Tahun 2023

: . Jumlah | Laki-
Klasifikasi Total | Laki Perempuan
A | Status Kepegawaian
- ASN
- Tenaga kontrak X
Jumlah Pegawai | : 18
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Klasifikasi J#?J:C II__ZIEi FEempEan
B | Pendidikan ASN
- Magister (S2)
- Sarjana (S1)
_ Sarjana.  Muda/Diploma I 9 2
(D3)
- Sarjana Muda/Diploma It (D2) - - -
- Sarjana Muda/Diploma | {D1) - - -
- SLTA 5 2 3
- SLTP - -
- SD : - - -
Jumlah 35 18 17
C | Pendidikan tenaga kontrak iy
- Sarjana (81) 4 3
- SLTA : 4 4
Jumiah | : 8 7
D | Pangkat dan Golongan
- Pembina Utama Madya (IV/d) | : - - -
- Pembina Utama Muda (IV/c) |: 2 1 1
- Pembina Tingkat | (IV/b) 6 3 3
- Pembina (IV/a) 2 2 -
- Penata Tingkat | (11l/d) 9 4 5
- Penata (lli/c) 3 2 1
- Penata Muda Tingkat | (Ill/b) 4 1 3
- Penata Muda (lli/a) 2 1 1
- Pengatur Tingkat | (Il/d) 3 1 2
- Pengatur (Il/c) 3 2 1
_ Pengatur Muda Tingkat | 1 1 i
(H/b)
- __Pengatur Muda (iI/a) < - -
- Juru Tingkat 1 {I/d) - - -
- Juru (l/c) - - -
~_Juru Muda Tingkat | {I/b) - - -
- Juru Muda (l/a) X - - -
Jumiah | : 35 18 17
E | Pejabat Stuktural Gk
- Eselon |l
- Eselon Il
- Eselon IV :
Jumlah | :
F | Pejabat Fungsional :
- _Fungsional Auditor 10 3 7
~_Fungsional P2UPD 5 4 1
- Fungsional Perencana 1 1 -
- Fungisonal Analis Kebijakan 1 1 -
Jumlah 17 9 8
G | Pelaksana 10 6 4
Jumlah 10 6 4

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)
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D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun

2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam tahap
pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala Daerah
wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan
sebagai penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA);

Bab |l Pasal 2 Peraturan Pemerintan Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, bahwa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerjé, dimana laporan kinerja dibuat
berdasarkan sistem AKIP

Peraturan Presiden . Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-
2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang:

Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwuian

Itl Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati
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Laporan Kinerja Triwulan
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Inspektorat Daerah

Lumajang nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunén
Pelaporan Kinerja. Alur dokumen SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang dimulai dari perencanaan sampai dengan dengan pelaporan
yang dapat disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut:

LKj Triwuian

v

LK

-

RENSTRA
T
RENJA
Tahunan
b 4
Perjanjian
Kinerja
Pelaksanaan || Anggaran
Kinerja
r
LRA Triwulan
¢ a
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuanaan

Gambar 3. Alur Dokumen SAKIP Inspektorat Daerah

Adapun Laporan Kinerja Triwulan il Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB| : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik, yaitu dengan menekankan pada aspek strategis

organisasi serta strategi isu yang sedang dihadapi organisasi.
BAB 1l : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan, mengurai mengenai Renstra 2018-
2023, Pern;}ataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran
program, IKU, Program Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun

2023.

PENDAHULUAN
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Inspektorat Daerah

BABIli :AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan:

A. Capaién Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan
‘capaian kinerja organjsasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja; .
2, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan;

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

S. Permasalahan dan Inovasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023,

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.
BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023
2. RENJA TAHUN 2023
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BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang
yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi
tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat
tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 — 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera dan mandiri;

3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good
and clean governace) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga, peran Inspektorat Daerah selaku
perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan ménindaklanjuti dan
mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten
Lumajang merujuk pada RPJMD adalah "Meningkatkan Reformasi Birokrasi
'dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator fujuan “Indeks
Reformasi Birokrasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “*Meningkatkan Penyeleggaraan
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan
adalah Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju
WBK berdasarkan Self Assessment WBK. Sasaran strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian
internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan
meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan
pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2023 maka Inspektorat' Daerah Kabupaten Lumajang menyusun
Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan |
indikator sasaran dan terget sesuai dengan yang telan tertuang dalam
matriks Renstra dan Renja, Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator
dan target kinerja yang spesifk dan terukur, Target pencapaian tahunan
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Inspektorat Daerah

merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian
target jangka menengah 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian  Kinerja  adalah  pernyataan  komitmen  yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan {reward) dan sanksi
(punishment).
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya discbut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Hag, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperfukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Lumajang, 10 Januari 2023
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
No Sasardn Strategis ' Indikator Kinerja " Target
n )] (3) : @)
1 | Meningkatnya sistem Persentase Perangkat Ds;erah 75%
pengendalian internal Dengan Indeks Penerapan Sistem
penyelenggaraan pemerintahan | pejoendalian Futernal  ( SPI)
menuju good governance dan Minimal 3.5
meningkatnya efektivitas T
manajemen risiko dalam
penyelenggaraan pemerintahan
No Sasaran Program N Indikator Kinerja | Target
(1) @) 3 )
1 | Meningkatnya kualitas tindak Persentase Rekomendasi hasit 75%
lanjut hasil pengawasan pengawasan yang Ditindak Lanjuti
2 | Meningkatnya kualitas tindak Persentase Rekomendasi hasil 75%
lanjut hasil pengawasan lainnya | pengawasan Jainnya (pembinaan)
(pembinaan) yang ditindak lanjuti
Meningkatnya kualitas Persentase LHP yang sesuai 90%
pengawasan standar
Meningkatnya kapabilitas APIP | Nilai Kapabilitas APIP 3,5
3 | Meningkatnya pemenehan Persentase pemenuhan fasilitasi 95%
fasiitasi operasional kebutuhan operasional perkantoran
perkantoran
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Il Tahun 2023
Inspektorat Daerah
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 331.770.000 DAU
2 Program Perumusan Kebijakan, Rp. 287.301.000 DAU
Pendampingan Dan Asistensi
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 5.416.402.705 DAU
Daerah Kabupaten/Kota
Total Rp. 6.035.473.705

Lumajang. 10 Januari 2023 -
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Gambar 4. Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2023

Tabel 2. Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan Sasaran Strategis indikator Satuan Target Triwulan
| ] 1 v
Meningkatkan Efektivitas . OPD 0 0 0 3
pengelolaan resiko
Penyeleggaraan tingkat kabupat
Pemerintahan gka paten
| yang bersih dan Indeks SPI ( Survei | angka | 0 | 0 | 0 |82
bebas dari KKN Penilaian Integritas ) 5
Meningkatnya sistem | Persentase % 0 |75 | 0 | 75¢
pengendalian Perangkat Daerah
internal dengan indeks
penyelenggaraan penerapan  sistem
pemerintahan pengendalian
menuju good | internal (SPI)
governance dan | minimal 3,5
meningkatnya
efektivitas
manajemen  resiko
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Sumber: Inspektorat Daerah Tahun 2023
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Inspehtorat Daerah
Rencana aksi disusun untuk menjabarkan kinerja tahunan menjadi triwulan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2023
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN REALISASI
I i pmjw I wopm|iav
A. Program/Kegiatan Teknis
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yand _ leowl - |75%( - la21] o | -
Ditindak Lanjuti '
1.a Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah laporan hasil pengawasan umum ( general ) yang w6lar{78l12)11! 9 |92 -
diterbitkan
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah 2 111150/ 1 1 8 | 58] -
daerah,
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah 3 6 5 4 A1 o285 -
daerah
Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja 2|10]l0]J]0CG|l2|0]0] -
Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan 1 ojlof{1|o]|o] -
Pengawasan Desa Jumiah Laporan Hasil Pengawasan desa O(16}j156| 0|0 | O 9| -
Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang Terbentuk| 8 | 8 | 8 6 | 6[0]O0 -
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Jumiah dokumen hasil monitoring dan evaluasi findak
Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasif 0 [ 1 |0 |0 |0 |1 | 0] -
pemeriksaan APIP
1b Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ( 1Ml10{12113117 | a4 | 11| -
spesific ) yang diterbitkan
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Penanganan Penyelesaian Kerugian negara 1 0] 2 211 0|2 -
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumilah faporan hasil PDTT 10(10 1010|117 ]| 4 | 9 | -
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Il Tahun 2023
Inspehtorat Daerah
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN REALISASI
| Il ] v I ] m | v
A. Program/Kegiatan Teknis
2 PROGRAM  PERUMUSAN  KEBIJAKAN, | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya ( ., o o %l ow | eo | 80 | -
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI pembinaan ) yang ditindak lanjuti 0% 160% | 0% |75% | 0%
Persentase LHP yang sesuai standar 90% | 90% | 90% | 90% [100%] 90 | 90 -
Nilai Kapabilitas APIP -1 -3l -0 -]-
2a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan|
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi | fasilitasi pengawasan yang diterbitkan 2 2 2 4 2 4 9 -
Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di  bidang 5 2 1 0] 2 4 9 -
Pengawasan pengawasan yang disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitast 0 0 0 15 0 0 . -
Fasilitasi Pengawasan ' pengawasan yang disusun
2.b Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Jumiah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang 7 8 11 a 2 12 | 11 _
diterbitkan
Pendampingan dan  Asistensi  Urusan | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan 72|l 72172172160 |60 72 -
Pemerintahan Daerah dan asistensi urusan pemerintah daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan { Jumlah perangkat daerah yéng dilakukan Pendampingan, 52 | 52 | 52 1 52 |43 | 12 | 11 _
Penilaian Reformasi Birokrasi Asistensi, Verifikasi, dan Pentlaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta | Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan | Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 2 2 4 2 2 2 -
Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, 56 | 56 | 56 | 56 0 13 2 -
Penegakan Integritas Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
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PRCGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN REALISASI
| | O 1T I AV i milv
B. Program/Kegiatan Pendukung
3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan 3053711100l 31 |46 { 62 | -
DAERAH KABUPATEN/KOTA operasional perkantoran
3a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan .
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja 3215374 1100 32 | 47 | 68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 1 0 1 1 0 - -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumiah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi .
1 o | 1 1 1 0| 1
penyusunan dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Jumiah Laporan caoaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjg 2 1 1 1 2 1 1 _
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laparan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 2121212412 ]2 -
3.b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 25 ( 50 { 73 |100] 25 | 51 | 74 | -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 34 | 34|34 |34 (34 3|35 -
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan _
3 313133 3] 3
Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir | Jumfah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil 1 ol o 0 1 0 0 _
tahun SKPD koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 5 1 1 1 4 5 4 _
Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis | Jumih Dokumen Pelapcran dan Analisis Prognosis realisasi 0 ol o 1 0 0 0 _
Realisasi
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PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN REALISASI
l I i v | ] 1]l v
3.c |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD 0 0 100%{ O 0 55 0 -
Pendidikan dan Pelafihan Pegawai Berdasarkan Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan -
i 0 0 28 0 0 0 0
[Tugas dan Fungsi
3d Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD 32 55 77 100 32 55 77 -
Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan  Bangunan  Kantor yang 1 0 0 0 1 0 0 -
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik kantor yang 5 0 0 0 2 0 0 _
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 0 0 0 1 0 0 _
Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasJ 10 10 10 10 10 10 10 _
Konsultasi SKPD dan kosuitasj SKPD
3e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Persentase fasilitasi pengadaan BMD o o 0 -
Urusan Pemerintah Daerah 0% | 66% 0 |100% | 0% 67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumiah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang 0 2 0 1 0 2 0 -
terfasilitasi
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PROGRAM/KEGIATAN ' INDIKATOR TARGET TRIWULAN REALISASI

I | m v | ] i

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang ., o o o 0
Pemerintahan Daerah operasional kantor 25% | 50% | 75% |100% | 25% | 50 75

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3 3 3 3 1 3 3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber

s . . oo 3 3 3 3 3 3 3
dan Listrik daya air dan listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanah umum o 3 3 3 6 3 3

kantor yang disediakan

Kegiat.:an Pemeliharaan _' Barang Milik Daerah | Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 100%| 100% | 100% | 100% | 100% | 49 73
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerzh

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah kendaraan perdrangan dinas atau kendaraan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan | dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan| 27 27 27 27 27 27 27
Dinas Operasional atau Lapangan pajaknya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 9 9 9 9 9 9 9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | Jumlah gedung kantor yang terpelihara 0 1 0 0 0 0 0
Bangunan Lainnya
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Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya

berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenkiatur

program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara

Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang

Tabel 4. F’rogram, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
A. Program/Kegiatan Teknis
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 331.770.000
1.2 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 229.101.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 70.791.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 59.841.000
Reviu Laporan Kinerja 14.994.000
Reviu Laporan Keuangan 24,969,000
Pengawasan Desa 18.500.000
Kerjasama Pengawasan Internal 25.047.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 13.987.000
Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP T
1.b | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 102.669.000
Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 12.690.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 89.979.000
2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI 267.301.000
2.a | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan 59.272.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 41.304.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 17.968.000
2,b | Pendampingan dan Asistensi 228.029.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pe'merintahan Daerah 5.860.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi 31.839.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi 170.396.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 19.934.000
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dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

I Tahun 2023
Inspektorat Daerah
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
B. Program/Kegiatan Pendukung
3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.416.402.705
DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.a | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 21.968.000
Perangkat Daerah _
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,988,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.889.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4.980.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.880.000
3.b | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.261.452.470
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.212.584.470
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40,260.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.866.000
SKPD
Keordinasi dan Penyusunan Laporan 2.866.000
Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 2.866.000
Anggaran
3.c | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.990.000
,I:endic_iikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 225.890.000
ungsi .
3.d | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 291.951.037
Penyediaan Kofnponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4,985,676
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.010.019
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.980.342
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 192.975.000
3.e | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 38.032.263
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.032.263
3.f g:g:.::‘an Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 332.004.330
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158,232,330
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 172.872.000
3.g | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 245.014.605
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 151.360.605
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N Tahun 2023

Inspehtorat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46,660,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 46.994.000

Lainnya

JUMLAH

6.035.473.705

Sdmber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka periu adanya

program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut

adalah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana

Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Tabel 5. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2023
No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1. Kegiatan 1. Pengawasan Kinerja
1 E;%gz’}?n araan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pe ny awaggn Pengawasan Internal {2, Pengawasan Keuangan
9 Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerjasama Pengawasan
intemnal
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Rl dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
2. Kegiatan 1. Penanganan Penyelesaian
Penyelenggaraan Kerugian Negara
Pengawasan dengan 2. Pengawasan Dengan Tujuan
Tujuan Tertentu _ Tertentu
2 | Program 1. Kegi_atan Perurr]usan 1. Rerumusan Kebijakan Teknis di
Perumusan Kgbijakan Teknis di Bidang Pengaw:'a-san o
Kebijakan, Bidang I_D_eng_awasan 2, P.erumusan. l_<eb_uakan Teknis di
Pendampingan dan gan Fasilitasi Bidang Fasilitasi Pengawasan
Asistensi engawasan
2. Pendampingan dan 1. Pendampingan dan Asistensi
Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan
Verifikasi Penegakan Integritas
3 | Program 1. gegiatan 1. Penyusunan Dokumen
Penunjang Urusan erencanaan, Perencanaan Perangkat
Penganggaran, dan Daerah
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Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan [khtisar Realisasi
Kinerja

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

. Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

. KOoordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi san Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semester
SKPD

. Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah Perangkat
Daerah

1.

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Milik Daerah Lainnya

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan | 1. Penyediaan Jasa Surat

Jasa Penunjang

Menyurat

Urusan Pemerintahan | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daerah Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa
Pemelitharaan Barang Pemeliharaan, Biaya
Milik Daerah Pemeliharaan, Pajak, dan
Penunjang Urusan Perizinan Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 {Data diolah)
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Selanjutnya untuk program dan indikator (out come) Inspektorat Daerah

Kabupaten Lumajang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Program dan Indikator Kinerja Program (out come) Inspektorat

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No | Program Indikator Kinerja Program (out
come)
1 Program Penyelenggaraan | Persentase Rekomendasi hasil
Pengawasan pengawasan yang ditindakianjuti
2 Program Perumusan Kebijakan, | 1. Persentase Rekomendasi
Pendampingan dan Asistensi hasil pengawasan lainnya
(pembinaan) yang
ditindaklanjuti
2. Persentase LHP yang
sesuai standar
3.  Nilai Kapabilitas APIP
3 Program  Penunjang Urusan | Persentase pemenuhan fasilitasi
Pemerintahan Daerah | kebutuhan operasional
Kabupaten/Kota perkantoran

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)
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BAB lll. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran- akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Lumajang didasarkan pada: 1) rangkaian sistem
perencanaan (Planning) yang terdiri dari Rencanaan Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang; 2) Fungsi organizing seluruh sumber daya dalam
koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar
melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan
pembinaan sebagai fungsi actuating dari perencanaan yang sudah dibuat; 3)
Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating, dimana semua pelaksanaan
program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentlik
pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen
pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan harus diukur
sesuai kriteria dan indikatornya. Hal ini dimaksudkan agar arah kinerja
pengawasan yang dilakukan oleh Inpektorat Daerah sudah berkesesuaian

dengan tujuan-tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih.
Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti
Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian
kinerja Inspektorat baik triwulan  maupun tahunan. Langkah
Pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (performance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk
mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang
akan datang (performance improvement).  Pengukuran kinerja
disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing,sehingga kegiatan —
kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada

pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut
dengan rumus sebagai berikut
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> Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semak:in
rendahnya kinerja, maka digunakan rumus;

Realisasi -

Capaian Indikator Kinerja = x 100%
Target

» Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin rendahnya - kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:-

Target — (Realisasi — Target)

Capaian Indikator Kinerja = x 100%

Target

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan
penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasiian atau kegagalan

dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagéi
berikut:

85 ke atas : Sangat Baik

70<x<85 o Baik

55<x<70 : Cukup Baik
X <55 : Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka
mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023.
Pencapaian kinerja Triwulan Il Tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai
dengan rencana kerja perubahan Tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi
dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor
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yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam wakiu pengukuran
akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar
target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara
capaian dengan target sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023.
Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun
2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran.

Tujuan Capaian indikator dan target inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Triwulan 1l Tahun 2023 disgjikan pada Tabel 6.
Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi

anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan Il Tahun
2023 dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Triwulan il Tahun 2023
Target Realisasi Capaian _
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pembilang | Penyebut | Triwulan Il | Triwulan [lIf g,/o ) Kategori
"~ 2023 2023
Meningkatnya  sistem | Persentase Perangkat 39 49 - 73,47 98 Sangat
pengendalian internal | Daerah Dengan Baik
penyelenggaraan Indeks Penerapan
pemerintahan  menuju | Sistem Pengendalian

good governance dan
meningkatnya efektivitas

| manajemen resiko
dalam penyelenggaraan
pemerintahan

intern (SPI} Minimal
3,5. -

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan Il diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan
Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian
inten (SPI) Minimal 3,5." Indikator Kinerja ini lebih menggambérkan sebuah pofret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang
capaiannya bersifat fluktuatif. Merunut pada dokumen Action Plan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan [II
Target kinerja tidak ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kinerja dilakukan setiap akhir semester, atau pada akhir periode
triwulan genap. Namun demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan lll, dilakukan perbandingan dengan
target capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini termasuk dalam kategori

Sangat Baik.
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Laporan Kinerla Triwulan

Il Tahun 2023
Inspektorat Daerch

{ indikator Kinerja Target Kinerja dan Realisasi _Capaian
N s Program/Kegiatan/ Program Satuan Anggaran Triwulan ill Kinerja Triwulan Il|
° asaran Sub Kegiatan (outcome)! Kinerja Tahun 2023 Tahun 2023
Kegiatan (output) K Rp K Rp
Meningkatnya Persentase % 75 1,384,992,509.00 | 73,47 | 1,351,922,332
sistem Perangkat Daerah
pengendalian Dengan Indeks
internal Penerapan Sistem
penyelenggaraa Pengendalian
n pemerintahan intern (SPI)
menuju  good Minimal 3,5.
governance dan
meningkatnya
efektivitas
manajemen
resiko  dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
1 Program Persentase ] )
Penyelenggaraan Rekomendasi hasil o 0% 92,864,950 0 155,770,500
Pengawasan pengawasan yang °
ditindaklanjuti
Kegiatan Jumlah laporan
Penyelenggaraan hasil pengawasan laporan 78 69,302,700 | g7 110,796,500
Pengawasan Internal | umum (general)

yang diterbitkan
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Program/Kegiatan/

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan

Realisasi Capaian

Satuan Anggaran Triwulan [lI Kinerja Triwulan [l
No Sasaran Sub Kegiatan P oo ("““’fme)’ Kinerja N Tahun 2023 Tahun 2023
egiatan (outpuf) K Rp K Rp

Pengawasan Kinerja | Jumlah laporan hasil

Pemerintah Daerah pengawasan kinerja | laporan 50 32,483,000 | 58 48,301,000.00
pemerintah daerah

Pengawasan Jumlah laporan hasil

Keuangan Pemerintah | pengawasan

Dacrah Eeuagngan laporan 5 36,809,700 | 25 38,008,000.00
pemerintah daerah

Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan hasil | ) 0.00
reviu laporan kinerja | @Poran 0 0 )

Reviu Laporan | Jumlah laporan hasil

Keuangan reviy laporan | laporan 0 - 0 0.00
keuangan

Pengawasan Desa Jumiah Laporan
Hasil Pengawasan Laporan 15 - 9 19,500,000.00

Kerjasama Jumlah

Pengawasan Internal | Kesepakatan
Penggwasan Ke;:ﬁak 8 . 4,987,500.00
Internal yang
Terbentuk

Monitoring dan | Jumiah dokumen

Evaluasi Tindak ( hasil monitoring dan

Lanjut Hasil | evaluasi tindak lanjut

Pemeriksaan BPK RI | hasil pemeriksaan Dok 0 - 0 0.00

dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP

BPK RI dan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan APIP
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Target Kinerja dan Realisasi _Capaian
No | Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Program | Satuan | Anggaran Triwulan Ili |  Kinerja Triwulan Il
Sub Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (oufpuf) | Kinerja Tahun 2023 Tabhun 2023
‘ K Rp K Rp
Kegiatan Jumlah laporan  hasil
Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan 44,974,000.00
Pengawasan dengan | tertentu ( spesific ) yang Lap 12 23,962,250 1
Tujuan Tertentu diterbitkan
Penanganan Penanganan Penyelesaian Lap
Penyelesaian Kerugian | Kerugian negara 2 - 2 480-900-00
Negara/Daerah
Pengawasan Dengan | Jumiah laporan hasil | Lap
Tujuan Tertentu pengawasan keuangan 10 | 23,562,250 | 9 | 44,494,000.00
pemerintah daerah
2, Program Perumusan | Persentase Rekomendasi
Kebijakan, hasil pengawasan lainnya o, 0 60
Pend i d i ditindak
Asistoner o dan }2,%",:3'"“") yang ditinda 95,761,500 81,208,000.00
Persentase LHP yang o
sesuai standar % 90 90
Nilai Kapabilitas APIP - -
Kegiatan Perumusan | Jumlah laporan kebijakan
Kebijakan Teknis di | teknis di bidang
Bidang Pengawasan | pengawasan dan fasilitasi Lap 2 4,630,000 9 3,710,000.00
dan Fasilitasi | pengawasan yang -
Pengawasan diterbitkan
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No

Sasaran

Program/ Kegiatan/ Sub
kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)! Kegiatan (outpuf)

Satuan
Kinerja

Target Kinerja dan
Anggaran Triwulan 1]

Tahun 2023

Kinerja Triwulan IlI

Realisasi Capaian

Tahun 2023

K

Rp

K Rp

Perumusan
Teknis di
Pengawasan

Kebijakan
Bidang

Jumiah laporan hasil Quality
assurance yang terfasilitasi

Lap

2

4,630,000

9 3,710,000.00

Perumusan  Kebijakan
Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah rekomendasi kebijakan
teknis di bidang fasilitasi
pengawasan yang disusun

Rek

Kegiatan
Pendampingan dan
Asistensi

Jumiah laporan hasil
pendampingan dan asistensi
yang diterbitkan

Lap

11

91,131,500

11 | 77,498,000.00

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan.Daerah

Jumlah perangkat daerah yang
dilakukan pendampingan dan
asistensi urusan pemerintahan
daerah

OPD

72

1,465,000

72 2,922,000.00

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi
Birokrasi

Jumiah perangkat daerah yang
dilakukan pendampingan,
asistensi, verifikasi, dan
penifaian reformasi birokrasi

Lap

52

8,518,500

11 10,638,000.00

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi seria
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

Jumiah Kkegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Keg

80,698,000

o | 55,167,000.00

Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Jumlah perangkat daerah yang
dilakukan Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

OPD

56

450,000

2 8,771,000.00
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No

Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (outpuf)

Satuan
Kinerja

Target Kinerja dan
Anggaran Triwulan [1]

Tahun 2023

Realisasi Capaian
Kinerja Triwulan Ili
Tahun 2023

K

Rp

K Rp

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan
fasilitasi kebutuhan
operasional perkantoran

%

71

1,196,366,059

62 | 1.114.943.832

Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja

%

74

68 0

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

dok

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD
dan laporan hasil koordinasi
penyusunan dokumen RKA-
SKPD

dok

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja

Jumiah Laporan caoaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD dan laporan hasil
koordinasi penyusunan laporan

Lap

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Lap
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Laporan KinerJa Triwulan
i Tahun 2023

Inspektorat Daerah

Target Kinerja dan

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Program . i ria T
No | Sasaran Program/ Kegiatan (outcome)tl Kegiatan ﬁfﬁggg Ar}ﬁg?arﬁz';l' ;(\;vzuéan ngﬁ&ﬁg&%ﬂ .
(output) K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi | Persentase fasilitasi
Keuangan Perangkat | Administrasi Keuangan % 73 | 1,012,342,504 | 74 938.066.117
Daerah Perangkat Daerah
Penyedlaan Gaji dan Jumlar_1 Orang yang 1,002.277,504
Tunjangan ASN Menerima Gaji org 34 - 35 928.001.117
danTunjangan ASN B
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil
Administrasi Penyediaan  Administrasi 10,065,000
Pelaksanaan  Tugas | Pelaksanaan Tugas ASN dok 3 10,065,000 3
ASN '
Koordinasi dan | Jumlah laporan keuangan
Penyusunan Laporan | akhir tahun SKPD dan
Keuangan akhir tahun | laporan hasil koordinasi L 0
ap 0 -1 0
SKPD penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan Keuangan
penyusunan Laporan | Bulanan/Triwulan/Semester
Keuangan SKPD dan Laporan Lap 4 - 4 0
Bulanan/Triwulan/Sem | Koordinasi Penyusunan
ester SKPD Laporan
Penyusunan Jumlh Dokumen Pelaporan
Pelaporan dan Analisis | dan  Analisis  Prognosis | Dok 0 -1 0 0
Prognosis Realisasi realisasi anggaran
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Laporan Kinetla Triwulan
1l Tahun 2023

Inspektorat Daerah

. N Target Kinerja dan Realisasi Capaian
No | Sasaran Program/ Keaiat Indlka}or K'”??(a P_r(:gram Satuan | Anggaran Triwulan | Kinerja Triwulan IlI
9 giatan (outcome)! Kegiatan Kineria | il Tahun 2023 Tahun 2023
(output) K Rp K Rp
Administrasi Persentase fasilitasi
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian % 100 -1 0 0
Perangkat Daerah PD
Pendidikan dan | Jumiah ASN terfasilitasi
Pelatihah Pegawai | pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan  Tugas P Org 28 0 0
dan Fungsi
Kegiatan Persentase fasilitasi 50,846,790
Administrasi Umum | Administrasi Umum PD 9 77 65,686,250 | 77
Perangkat Daerah
Penyediaan Jumlah Paket Komponen 0
Komponen Instalasi | Instalasi Listrik/Penerangan Kt 0 1o
Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang P
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumiah Paket Bahan 0
Logistik Kantor Logistik Kantor yang pkt 0 -1 0
Disediakan
Penyediaan  Barang | Jumiah  Paket Barang 0
Cetakan dan | Cetakan danPenggandaan pkt 0 -1 0
Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Jumiah Laporan
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan Rapat 50.846.790
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsuﬁasi lap 10 99,586,250 10
SKPD
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Laparan Kinerja Triwulan
Il Tahun 2023

Inspektorat Daerah

Target Kinerja dan | Realisasi Capaian
. Indikator Kinerja Program Satuan | Anggaran Triwulan | Kinerja Triwulan Il
No | Sasaran Program/ Kegiatan (outcome)/ Ke gi]at an (gutput) Kinerja Hl Tahun 2023 Tahun 2023
K Rp K Rp
Pengadaan Barang | Persentase fasilitasi : 0
Milik Daerah | pengadaan BMD o 0 1 0
Penunjang  Urusan °
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan | jumlah  jenis pengadaan 0
dan Mesin Lainnya peralatan dan mesin yang brg 0 -1 0O
terfasilitasi
Kegiatan Penyediaan | Persentase fasilitasi
Jasa Penunjang | penyediaan jasa penunjang o 75 82,779,000 75 77,346,804
Urusan Pemerintahan | operasional kantor ?
Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan 3 27,000
Surat Menyurat jasa Surat Menyurat Lap -1 3
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan
Komunikasi, Sumber | Jasa Komunikasi, Sumber 34,163,997
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Lap 3 39,361,000 | 3 4
Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan 43,155 807
Pelayanan Umum | Jasa Pelayanan Umum Kantor Lap 3 43,218,000 | 3
Kantor yang Disediakan
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Target Kinerja dan Realisasi Cap.‘aialrl1I
. Indikator Kinerja Program Satuan | Anggaran Triwulan Ill ! Kinerja Triwulan
No | Sasaran | Program/ Kegiatan (outcome)/ Kegijatan (gutput) Kinetja Tahun 2023 Tahun 2023
K Rp K Rp
Kegiatan Persentase fasilitasi
Pemeliharaan Barang | pemeliharaan BMD
Milik Daerah % 100 45,658,305 73 48,684,121
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, Pajak, | Kendaraan Dinas Jabatan
dan Perizinan | yang Dipelihara dan | Kend 27 32,745,805 | 27 35,939,121
Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajaknya
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
Pe.ra}atan dan Mesin Lz-ainn_ya yang Pelt 9 12,912,500 9 12,745,000
Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabi | Jumlah gedung kantor yang
litasi Gedung Kantor | terpelihara }
dan Bangunan Gdg 0 0 0
Lainnya

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)
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Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Perbandingan antara target dengan Capaian kinerja Inspektorat
Daerah Triwulan Ill Tahun 2023 disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut;

Tabel 9. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Il

Tahun 2023 .
Target | Realisasi
Sasaran . oria | 1TWUlAN | Triwulan | Capaian
No | sirategis | Indikator kinerja | © " | (%)
2023 2023 .
1 .
Meningkatnya Persentase 75% 73,47% 98
sistem Perangkat
pengendalian Daerah Dengan
internal Indeks

penyelenggaraa | Penerapan

n pemerintahan | Sistem

menuju good | Pengendalian
governance dan | Intern (SPI)
meningkatnya Minimal 3,5.
efektivitas
manajemen
resiko dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan Ul diukur
dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan
Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase
Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) Minimal 3,5." Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah
potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat
fluktuatif. Merunut pada dokumen Action Plan Iinspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan Il Target kinerja tidak
ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kKinerja  dilakukan
setiap akhir semester, atay pada akhir periode triwulan genap. Namun
demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inpektorat pada triwulan
lIl, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator Kinerja tahun
2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini
termasuk dalam kategori Sangat Baik.
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2. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditakukan

Sasaran strategis Inpektorat daerah yéng tertuang dalam
Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah dan Bupati Lumajang adalah
Meningkatnya sistem pengendalian  internal penyelenggaraan
pemerintahan menuju good govemance dan meningkatnya efektivitas
manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana
Keberhasilan pencapaiannya diukur dari indikator Persentase Perangkat
Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Minimal 3,5.

Berdasarkan capaian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun
analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai benkut
1) Nilai Pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
profesional, berintegrasi, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan
Upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian
Pendgyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian
Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). Dalam rangka
mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi
PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara onfine dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, Nilai PMPRB Pusat dan Unit telah
terintegrasi, dimana Inspektorat Daerah selaku Tim Penilaj Intern
sudah membangun sistem pengawasan online
www.simaud.inspektorat.iumaianakamﬁ yang dapat diakses untuk
pemenuhan penilaian oleh seluruh perangkat daerah/unit di
Kabupaten Lumajang. Namun demikian, dengan adanya wacana
penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023 oleh
kementerian PAN/RB. Dimana fokus Reformasi Birokrasi bukan lagi
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Il Tahun 2023

Inspektorat Daerah

hanya terkait pemenuhan data, tetapi lebih kepada penyelesaian
permasaiahan di sekelifingnya, yang meliputi tema Pengentasan
Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah,
serta Mendukung Program Presiden.
Nilai Pemenuhan Tindak Lanjut

Pada Triwulan Ill Tahun 2023 pemenuhan tindak lanjut masih
didasarkan hasil pemantauan tindak Ilanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK tahun 2022, Persentase tindak lanjut entitas
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 93,04% dari
rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2022,
Pada laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK
tersebut terdapat 479 temuan pemeriksaan dengan 992 rekomendasi
dan telah diselesaikan sebanyak 923 rekomendasi. Rekomendasi
temuan berdasarkan nilai keuangan sejumlah Rp. 21.872.391.877,79
dan ielah terselesaikan sebesar Rp. 17.885.061.089,19. Sehingga
masih tersisa sebesar Rp3.987.330.788, dehgan rincian belum
sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp. 2.393.621.401,12 dan belum
ditindaklanjuti sebesar Rp. 1.693.700.387,48. Dengan demikian
persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan BPK
meningkat dari 80,94% pada Triwulan | menjadi 81,77 % pada
Triwulan (Il

Berdasarkan laporan hasil perbandingan  pemantauan
penyelesaian tindak lanjut semester | tahun 2022 dengan laporan
hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester Il tahun 2022,
dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan status penyelesaian
tindak lanjut sebanyak 19 rekomendasi. Nilai penyelesaian kerugian
daerah berhasil berhasil ditingkatkan menjadi Rp. 17.885.061.089,19.
Dari total Rp. 21.872.391.877,79 yang harus diselesaikan, atau
meningkat sebesar 8,9 % (Rp.1.471.098.367,41) bila dibandingan
dengan triwulan |,

Namun demikian, bilamana dibandingkan dengan laporan
hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan BPK
semester | tahun 2022, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan
LKJ Triwulan | dan |, dapat- diketahui bahwa berdasarkan
pemantauan TLRHP semester Il Tahun 2022 terdapat penambahan

AKUNTABILITAS KINERJA | 43




3)

4)

Laporan Kinerja Triwulan
Il Tahun 2023

Inspektorat Daerah

LHP PDTT belanja daerah sector jasa konstruksi Tahun Anggaran
2022, sehingga terdapat penambahan temuan pemeriksaan
sebanyak 3 dengan 6 rekomendasi serta penambahan nilai kerugian
sebesar Rp. 1.806.381.479,30 dan belum terselesaikan sebesar Rp.
Rp. 1.5693.709.387,48 )

Selain upaya penyelesaian hasil temuan BPK, Inspektorat
daerah juga melakukan upaya-upaya penyelesain tindak lanjut
terhadap pemeriksaan mandiri yang dilakukan terhadap perangkat
daerah dan perangkat desa. Perhitungan capaian tindak lanjut
dihitung berdasarkan data tahun 2010 sampai dengan Bulan Mei
2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Tindak Lanjut Terhadap Perangkat Daerah dan
Pemerintah Desa

Capaian Tindak Lanjut | Perangkat Daerah Pemerintah Desa
Temuan Pemeriksaan 584 909
Rekomendasi 15.185 25.481
Rekomendasi Selesai 11.537 20.851
Capaian TL ' 76,13 % 81,83 %

Sumber: Diolah Dari Data Inspektorat Daerah Tahun 2023
Nilai Pemenuhan TGR

Pada triwulan Ill Tahun 2023, tercatat dua nilai pemenuhén
TGR yang harus diselesaikan, namun hingga saat ini masih dalam
tahap proses penyelesaian. Hambatan dalam pemenuhan TGR
sebagian besar karena adanya keterlambatan pelunasan pada
beberapa pihak yang dikenai TGR dengan berbagai alasan.
Sehingga terdapat beberapa capaian pemenuhan TGR yang belum
optimal. Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan
inovasi dengan telah adanya ruang sidang terintegrasi guna
percepatan pemenuhan penyelesaian TGR.
Nilai pencapaian LHKSN

Berdasarkan data rekap per Juli 2023, tercatat 3.640 orang
ASN, atau 66,88% dari total ASN 5.442 orang telah melaporkan
kekayaan pada sistem SIHARKA. Hambatan yang muncul pada
sistem pelaporan ini adalah banyak pelapor yang lupaltidak
menyimpan akses (usemame dan password) secara tertib dan

mengakibatkan pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.

AKUNTABILITASKINERJA | 44




Laporan Kinerja Triwulan
I Tahun 2023

Inspektorat Daerah

§) Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi

Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan nilai kepatuhan
pelaporan gratifikasi adalah belum seluruh pihak memahami atas
ketentuan dan kewajiban pelaporan . gratifikasi jika
menerima/mendapatkan kondisi yang termasuk dalam gratifikasi.

6) Nilai Pemenuhan Fraud Risk Control )

FRC (Fraud Risk Control) merupakan sistem yang dibangun
dengan referensi dari Moniforing Contol Prevention KPK. Jenis-jenis
FRC sendiri terdri atas:

a) FRC FRC Perangkat Daerah
b) FRC Desa
c) FRC Sekolah,
d) FRC Unit (Pasar, Puskesmas )
e) FRC Tematik (Peningkatan investasi FRC peningkatan IPM,
FRC penanggulangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi).
Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana
pertama ditaksanakan oleh Lini |, Lini Il dan Inspektorat Daerah
sebagai Lini Ill. Indikator FRC di tahun 2023 dijadikan sebagai
salah satu indikator dalam indeks TPP.
hHambatan dalam pelaksanaan FRC secara umum adalah
pemaham OPD dan Pemerintsh Desa yang belum optimal
terhadap prosedur pemenuhan FRC. Berbagai upaya optimalisasi
pemenuhan FRC telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan
dan asistensi oleh Inspektorat Daerah.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah
didukung dengan anggaran vang dapat dipértanggungjawabkan
penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam
melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap

Sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai
berikut:
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Tabel 11. Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Triwuian |l Tahun 2023

s Indikator Anggaran
No asaran Kineria  [“Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)
1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya Persentase 1.384.992.509 | 1.351.922.332 | 98

sistem Perangkat

pengendalian Daerah

internal Dengan Indeks

penyelenggaraan | Penerapan

pemerintahan Sistem

menuju good | Pengendalian

governance dan | Intern  (SPI)

Meningkatnya Minimal 3,5.

efektivitas

manajemen

resiko dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

Sumber : Inspektorat Daerah (Data diotah tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat

Daerah pada Triwulan [Il mencapai Rp. 1.361.922.332 dari yang

ditargetkan sebesar Rp. 1.384.992.509, atau mencapai 98 % dari target

yang telah ditetapkan. Bila mengacu pada standar capain anggaran,

maka capaian ini tergolong sangat baik. Namun, untuk menilai efisiensi
penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan pada Triwulan I, karena
sasaran yang ditetapkan oleh inspekiorat daerah adalah hasil akumulasi
kinerja selama 1 (satu) tahun. Sehingga target kinerja yang ditetapkan
adalah target kinerja 1 (satu) tahun dan bukan target kinerja triwulan.

4. Analisis

Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan

yang

Menunjang' Keberhasilan

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan

menggunakan analisis input, proses dan output. Adapun dua program
utama dan satu program penunjang telah dilaksanakan secara
transparan, akuntabel serta berorientasi hasil. Hal ini berdampak pada
pencapaian kinerja dengan kategori sangat baik dimana semua program
dan kegiatan telah mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat
Daerah, Berikut adalah kegiatan / aktivitas yang mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah :
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a. Pengawasan.

Inspektorat

Laporan Kinerja Triwulan
- I Tahun 2023

Inspektorat Daerah

Daerah sebagai pengawas penyelenggarajan

pemerintahan wajib melaksanaan pemeriksaan terhadap perangkat
daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lumajang.

Berikut adalah kinerja Inspektorat Daerah dalam

melaksakanan pemeriksaan.

Tabel 12. Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah
Triwulan lll Tahun 2023 -

No

Jenis
Pengawasan

Obyek Pemeriksaan

1

Pemeriksaan
Reguler

2

Pemeriksaan
Dengan
Tujuan

| Tertentu

LH PDTT / Investigasi atas indikasi Penyalahgunaan
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kabuaran
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang TA. 2019 .

LH PDTT AMJ Desa Tukum Kecamatan Tekung TA.
2023

LH PDTT AMJ Desa Tempurejo Kecamatan
Tempursari TA. 2023

LH PDTT AMJ Kepala Desa Jatigono Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang Tahun 2023 An, RUDY
PRASETYPO

LH PDTT AMJ Kepala Desa Umbul Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2023

LH PDTT AMJ Kepala Desa Tempeh Tengah
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023

LH PDTT AMJ Kepaia Desa Tempeh Lor Kecamatan
Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023

LH PDTT AMJ Kepala Desa Candipuro Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023

LH PDTT AMJ Kepala Desa Penanggal Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Reviu

LHR Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

P2HP LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah

Longsor Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang
LHR KUA PPAS Tahun 2024

LHR atas Pengusulan Penghapusan Piutang Daerah
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabipaten Lumajang

LHR Perubahan KUA PPAS RKA SKPD dan RKA
SKPKD Tahun Anggaran 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahap | syarat salur Tahap Il TA. 2023

LHR DAU Penyaiuran DAU Earmarking Bidang

Pendidikan TA. 2023 pada Dinas Perikanan Tahap |
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No

Jenis
Pengawasan

Obyek Pemeriksaan

syarat salur Tahap |l

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang
Pendidikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TA. 2023 Tahap [ syarat salur Tahap |l

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang
Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap !
syarat salur Tahap Il TA. 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Pendidikan TA. 2023 Tahap ! syarat salur Tahap !I

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Pendidikan TA. 2023 Tahap ! syarat salur Tahap ||

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Pendidikan TA. 2023 Tahap | syarat salur Tahap II

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Pendidikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahap
| syarat salur Tahap il TA. 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Pendidikan pada Dinas Pariwisata Tahap | syarat salur
Tahap Il TA, 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan P2KB Tahap |
syarat salur Tahap Il TA. 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan pada DPKP Tahap | syarat salur Tahap Il
TA, 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan pada RTP dan TU Pimpinan Setda

Kabupaten Lumajang Tahap ! syarat salur Tahap Il TA.
2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan TA. 2023 Tahap | syarat salur Tahap Il

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap |
syarat salur Tahap Il TA. 2023

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan
Kesehatan TA. 2023 Tahap | syarat salur Tahap |

LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang

Pekerjaan Umum Tahap [ syarat salur Tahap Il TA.
2023

LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian
Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan
Bidang Pariwisata Sub bidang Pariwisata - Tematik
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap | TA.
2023

LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian
Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan
Bidang Air Minum Sub bidang Air Minum Tahap | TA.
2023

LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian
Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan
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Bidang Sanitasi Sub bidang Sanitasi Tahap | TA. 2023

LHR atas Analisis Standar Biaya (ASB), Stan_dar Biaya
dan Standar Satuan Harga Kabupaten Lumajang
Tahun 2024

Monitoring

Monitoring Inflasi Kabupaten Lumajang (Laporan

harian pada https://bitly/waspengendalianinflasi )

LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah Longsor
Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang

Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DPMPTSP Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja |nstansi
Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada BKD Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DISKOMINFO Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintah Pada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada BPBD Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DPKP Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023
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Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DPMD Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laparan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten
Lumaijang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DIARPUS Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada BPRD Kabupaten Lumajang Tahun
202212023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada DPUTR Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023
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Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah Pada Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Sukodono Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada SATPOL PP Kabupaten Lumajang Tahun
2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dispora Kabupaten Lumajang Tahun
20222023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Pronojiwo Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Pada Kecamatan Tempeh Kabupaten

Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Tempursari Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
Tahun 2022/2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Randuagung Kabupaten
Lumajang Tahun 2022/2023
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Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dituangkan
dalam LHP, dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk
dapat ditindaklanjuti. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir, resiko
penghambat pencapaian tujuan dan sasaran secara memadai. Selama ini
obyek pemeriksaan kurang tanggap Laporah Hasil Pemeriksaan
sehingga Inspektorat Daerah perlu:

1) Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada objek untuk
meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan
pemahaman bahwa tindaklanjut pada dasarnya adalah untuk
kepentingan obrik itu sendiri;

2) Updating sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan
tindak lanjut obrik;

3) Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) atas
temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuaj dengan
ketentuan:

4) Melakukan percepatan pencapaian tindak fanjut untuk temuan yang
bersifat administratif.

b. Inspektorat Daerah Service Center (1SC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain  menjadi
pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta
konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang
masuk melalui pelayanan Inspekforat Services Center (ISC). Berikut
capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 13. Perbandingan Layanan ISC Tahun 2022 dan Triwulan 11l Tahun

2023
Tahun 2022 Triwulan |l Triwulan il
No | Jenis layanan | Tahun 2023 Tahun 2023
Masuk| Selesai | Masuk| Selesai | Masuk Selesai
1 | Pengaduan 13 | 11 3 2 17 | 14
5 Konsultasi dan
Pendampingan | 25 | 25 | 27 | 27 S 5

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan 2023

Hasil dari layanan konsultasi dan pendampingan umumnya
dituangkan dalam bentuk laporan, namun pada beberapa kasus hanya
berupa komunikasi lesan yang tidak sampai berwujud laporan,
dikarenakan proses konsultasi singkat yang sudah dianggap cukup. Di
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sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan ke
Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 14. Penanganan Kasus Triwulan Il Tahun 2023 dan Periode

Sebelumnya
Triwulan Il Tahun Triwulan 11
No Uraian Tahun 2022 2023 Tahun 2023
Masuk | Selesai | Masuk | Selesai | Masuk | Selesai
1 | ljin 16 16 2 2 5 5
Perceraian
2 | TPITGR 3 3 1 0 2 2
3 | Pelanggaran 16 16 1 2 1
Disiplin
4 | Investigatif 5 5 8 4 1 0
5 | Dumas 3 3 3 2 17 14
Jumlah 43 43 19 8 27 22

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Triwulan 1l 2023

Penanganan kasus menunjang ketercapaian indikator kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Penanganan kasus masuk
dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan, satu dari tiga program
yang dilaksanakan tahun 2023. Dengan
memperhatikan jumlah kasus yang masuk sebanyak 27 dan telah
diselesaikan 22, maka capaian penyelesaian kasus pada triwulan Il

Inpektorat daerah di

mencapai 81,48 %. Capaian ini tidak berarti menunjukkan bahwa kinerja
Inspektorat Daerah kabupaten Lumajang dalam penanganan kasus
rendah. Hal ini disebabkan karena dalam penanganannya, terdapat
beberapa kasus yang memeriukan waktu lebih dari triwulan, bahkan

sampai satu tahun lebih, mengingat sulitnya tingkat pengungkapan data
dan fakta.

Banyaknya Kasus vyang ditangani oleh Inpektorat daerah
Kabupaten Lumajang tidak diimbangi oleh jumlah SDM yang memadai,
sehingga pekerjaan berlebih (Overioad) menjadi salah satu faktor yang
menghambat pencapain target Kinerja pengawasan.

Penilaian Mandiri Pelaksanana Réformasi Birokrasi (PMPRB) dan
Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga
menjadi fokus perhatian dengan menjadi salah satu indikator kegiatan
yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB.
Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang

AKUNTABILITASKINERJA | 53




oy Loparan Kinerja Triwulan
{3‘3} 11 Tahun 2023
AT Inspehtorat Daerah

telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat
daerah. Nilai PMPRB unit (Perangkat Daerah) ikut menyumbang nilai
PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang sebagai salah satu anggota tim PMPRB Kabupaten dengan
inovasi Peer Reviu PMPRB antar OPD sehingga terjadi saling
membutuhkan dan menyediakan kelengkapan PMPRB antar OPD.
Penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025 harus segera
dilaksanakan disamping juga menyusun pedoman/SOP masing-masing
unsur dalam PMPRB. Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam
menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan
pemenuhan unsur PMPRB disamping memperbaiki sistem di tingkat_
Kabupaten.. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1) Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat
daerah dan unit kerja

2) Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk
pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang
Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang
Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3) Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan
unit kerja dalam pembangunan zona integritas

4) Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi
pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

Pada Triwulan lif tahun 2023, Inpektorat daerah masih menunggu
penyelesaian konsep baru Reformasi Birokrasi, yaitu reformasi Birokrasi
Tematik. Perbedaan utama Reformasi Birokrasi versi lama dengan
Reformasi Birokrasi tematik adalah, Reformasi Birokrasi lama berkonsep
pada pemenuhan daya dukung saja dan hasil survei menunjukkan bahwa
konsep ini belum menyentuh akar persoalan masyarakat. Sedangkan °
Reformasi Birokrasi Tematik harus mampu menyelesaikan persoalan di
sekelilingnya. Konsep baru Reformasi Birokrasi Tematik berfokus pada 4
(empat) tema yaitu Penghentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi,
Digitalisasi  Layanan Pemerintah, serta Mendukung  Program
Presiden.(Sumber: http://sipp.menpan.go.id tahun 2023).
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d. Pelaksanaan Saber Pungli, Whistle Blower System (WBS) dan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Saber Pungli adalah kegiatan pengawasan Inpektorat daerah
berkolaborasi dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sampai
dengan Triwuian Il Tahun 2023 telah dilakukan Operasi Tangkap tangan
(OTT), dimana proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih
berlangsung hingga saat ini.

Pelaksanaan Whistle Blower System (WBS) dan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya
Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung
dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang
dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini
berupa interface website yang mempermudah masyarakat untuk
melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang. Semua laporan yang masuk melalui
website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai
dengan ketentuan yang beriaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi third fine, Inspektorat daerah
Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk'
pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten berupaya
mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaporkan
gratifikasi. Langkah-langkah yang telah ditempuh Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi
dilakukan berbasis website yang dapat diakses secara Juas oleh
masyarakat. Selain itu Inspektorat daerah juga melakukan publikasi
melaiui pendistribusian X — Banner kepada setiap Perangkat Daerah, Hal
ini ditujukan agar setiap pengguna layanan pada masing masing
Perangkat Daerah memiliki kesempatan yang sama untuk melporkan
indikasi gratifikasi. Langkah lain yang dilakukan Inspektorat Daerah
dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi adalah pelaksanaan
kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui  Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaporkan hasil gratifikasi kepada
Bupati setiap tahunnya. Pada Triwulan I terdapat 1 (satu) Laporan
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gratifikasi kepada UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.Saat ini
pelaporan gratifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya
Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
nomor 1092/GTF-02/13/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang
Penetapan Status kepemilikan Gratifikasi Atas Nama Arista Fiorentin,
dimana uang gratifikasi tefah disetorkan kepada kas Negara.

Permasalahan dan Inovasi Inpektorat Daerah Kabupaten Lumajang
pada Triwulan lll Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa
permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah
dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

a. APIP belum tergabung dalam sebuah asosiasi yang dapat berfungsi
sebagai wadah koordinasi penga\)vasan di lumajang, baik di sekolah,
rumabh sakit ataupun perusahaan daerah;

b. APIP Perlu mengembangan remote internal control yang mendukung
remote iternal audit:

C. APIP perlu membangun/kioning sistem RB dan ZI sehingga dapat
melakukan pembangunan RB dan ZI sepanjang tahun dengan history
yang jelas;

d. APIP belum dapat memenuhi layanan konsultasi real time online
pada saat dibutuhkan:

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berinovasi
dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

a. Proses pembangunan ASPILU (Asosiasi Pengawas Lumajang)
sebagai wadah koordinasi pengawas internal di Lumajang
(Pengawas Sekolah, SPI Rumah Sakit, SPI BUMD, Camat selaku
pengawas Desa dan pengawas lainnya);

b. .Dalam Proses Penyusunan kebijakan Remote Internal Control dalam

SPIP dan Remote Internal Audit:

Proses Pembanggunan sistem MCP untuk Desa;

Proses Pembangunan Sistern Infromasi RB dan Zl internal Lumajang;

Proses Penyusunan kebijakan Layanan Konsultasi Real fime online;

Telah dibangun Ruang Sidang Terintegrasi

" o a0
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B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan salah satu modal input bagi Inspektorat
Daerah d.alam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran
vang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat
antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah
anggaran yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk
dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan

Il Tahun 2023
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
(Rp.)

A. Program/Kegiatan Teknis Jumlah (RP) %

1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN 331.770.000 287.106.500 | 86,54
PENGAWASAN

1.a | Kegiatan Penyelenggaraan 229.101.000 202.319.500, 91,69
Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah 70.791.000 66.582.000 | 94,05
Daerah
Pcngawasan Keuangan Pemerintah 58.841.000 43.387.000 | 72,50
Daerah
Reviu Laporan Kinerja 14.894.000 14.984.000 | 99,93
Reviu Laporan Keuangan ~ 24.969.000 24.812.000 | 99,37
Pengawasan Desa 19.500.000 19.500.000 100
Kerjasama Pengawasan Internal 25.047.000 19.178.500 | 76,57
Monitoring dan Evaluasi Tindak 13.987.000 13.876.000 | 99,41
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R|
dan Tindak Lanjut Hasit
Pemeriksaan APIP

1.b | Kegiatan Penyelenggaraan 102.669.000 84.787.000, 90.01
Pengawasan  dengan Tujuan
Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian 12.690.000 12.675.000 99.88
Negara/Daerah
Pengawasan Dengan Tujuan 89.979.000 72.112,000 | 80,14
Tertentu

2 | PROGRAM PERUMUSAN 287.301.000 171.235.500 | 59,60
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
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2.a | Kegiatan Perumusan Kebijakan 59.272.000 12.848.000 15,55
Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di 41.304.000 12.848.000, 31,11
Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di 17.968.000 0 0
Bidang Fasilitasi Pengawasan
2.b | Pendampingan dan Asistensi 228.029.000 158.387.500, 76.17
Pendampingan dan Asistensi 5.860.000 4.380.000 | 74,74
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 31.839.000 23.040.000 | 72,36
dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 170.396.000 112.742.500 | 66,16
serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan 19,934.000 18.225.000 | 91,43
Verifikasi Penegakan Integritas
3 Program  Penunjang Urusan 5.416.402.705 | 3.907.692.537 | 72,66
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
3.a | Kegiatan Perencanaan, 21.958.000 5.962.000 | 27,15
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.999.000 5.962.000 | 99,38
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan 5.899.000 o 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 4.980.000 0 0
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.980.000 0 0
3.b | Kegiatan Administrasi Keuangan 4.261.452.470 3.302.102.289; 50,43
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 4.212.594 470 | 3.269.053.289 77,60
ASN
Penyediaan Administrasi 40.260.000 30.195.000 75
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan 2.866.000 2.854.000 | 99,58
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 2.866.000 0 0
Laporan Bulanan/Triwulan/Semester
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 2.866.000 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA | 58




Laporan KinerJa Triwulan

ill Tahun 2023
Inspektorat Daerah
3.c | Administrasi Kepegawaian 295.990.000 0 0
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 0 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 225.990.000
3.d | Kegiatan Administrasi Umum 291.951.037 231.052.212 91,64
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi 4.985.676 4.928.450 | 98,85
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.010.019 82.009.315 | 98,79
Penyediaan Barang Cetakan dan 10.980.342 10.975.100 { 99,95
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 192.975.000 133.139.347 | 68,98
dan Konsultasi SKPD
3.e | Pengadaan Barang Milik Daerah 38.032.263 10.190.000 | 26,79
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin 38.032.263 10.180.000 | 26,79
Lainnya _
3.f | Kegiatan Penyediaan Jasa 332.004.330 | 227.872.105.00, 55,45
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 265.000 | 29,44
Penyediaan  Jasa  Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 168.232.330 98.139.684, 62,02
Ee”yemaa” Jasa Pelayanan Umum 172.872.000 129.467.421| 74,89
antor
3.9 | Kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan 245.014.605 140.703.931| 47,78
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 151.360.605 106.716.931 | 70,50
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.660.000 33.988.000! 72,84
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabijlitasi Gedung 46.994.000 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
JUMLAH 6.035.473.705 | 4.376.224.537 72,51

Sumber : Inspektorat Daerah (Data Diolah Tahun 2023)
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Pagu anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.
6.035.473.705. Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa
realisasi pada Tiwulan |li mencapai Rp. 4.376.224.537 atau mencapai
72,51 %. Beberapa kegiatan dan sub-kegiatan capaiannya bernilai nol
dikarenakan memang tidak ditargetkan dilaksanakan pada triwulan Il
tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka
diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini
disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJIA | 60




Laporan HinerJa Trikwulan

Il Tahun 2023
Inspektorat Daerah
Tabel 16. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan [It Tahun 2023
Kinerja Anggaran Tingkat
. . . - - . aian | Efisiensi
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Rezglsa Ca(;gzlfun Target Realisasi Ca(p%) n
1 2 3 4 5 6 7 8 6 10
1 | Meningkatnya sistem | Persentase - 73,47% | 98 1,384,992,509 | 1,351,022,332 |98 N/A
pengendalian internal | Perangkat Daerah
penyelenggaraan Dengan Indeks

pemerintahan  menuju
good governance dan
Meningkatnya
efektivitas manajemen
resiko dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

Penerapan Sistem
Pengendalian
Intern
Minimal 3,5.

(SPI)

Sumber : Data diolah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023

Capaian anggaran Inspektorat Daerah pada Triwulan {ll Tahun 2023 sebesar Rp. 1.351.922.332 dari alokasi yang dianggarkan sebesar

1,384,992,509, atau mencapai 98%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah mengalami perubahan dari Rp. 1.729.744.601 (berdasarkan

dokumen action Plan Inspektorat daerah tahun 2023), sedangkan target anggaran yang tertera pada tabel 16 di atas didasarkan pada
Perubahan APBD pada Bulan September tahun 2023.
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Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Pada Triwulan Il diukur
dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan
Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase
Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) Minimal 3,5.” Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah
potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat
fluktuatif. Merunut pada dokumen Action Plan Inspektorat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023, Pada Triwulan 1] Target kinerja tidak
ditetapkan, karena pengukuran terhadap indikator kinerja dilakukan
setiap akhir semester, atau pada akhir periode triwulan genap. Namun
demikian, untuk mengukur dan memantau kinerja inbektorat pada triwulan
lll, dilakukan perbandingan dengan target capaian indikator kinerja tahun
2023 sebesar 75%, maka capaian kinerjanya mencapai 98%. Capaian ini
termasuk dalam kategori Sangat Baik.
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BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan kinerja
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap
penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Triwulan (Il Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten
Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung
jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan

tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana
strategis dan rencana kerja.

Walaupun capain kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori
sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga
perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan
dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Tabel 17. Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Triwulan Il Tahun

2023
No. Hambatan / Tantangan Rencana Langkah Strategis
1. Kuaptitas SDM secara umum | o Mengoptimalkan SDM yang ada
masih sangat terbatas dengan jalan  meningkatkan

kemampuannya dengan dikiat-
diklat, bimtek, pembinaan,
sosialisasi baik formal maupun
non formal,

* Mengajukan penambahan
personil kepada BKD

» Melakukan pemeriksaan dengan
teknik sampling dengan risk
based audit:

* Penyelesaian tugas berdasarkan
skala prioritas.
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No. Hambatan / Tantangan Rencana Langkah Strategis

2 Sarana dan prasarana | Pemenuhan secara bertahap dengan
pendukung pengawasan yang | memasukkan kebutuhan sarana dan
perlu ditingkatkan prasarana pengawasan pada

RKBMD dan RKA, terutama untuk
inovasi remote internal control yang
mendukung remote internal audit

5 |Adanya temuan pemeriksaan | Melakukan percepatan tindaklanjut
yang berulang dan sulit [dengan mengundang perangkat
ditindaklanjuti daerah secara intensif.

4 Sistem dan Prosedur | Pengembangan sistem, prosedur,
Pengawasan cukup memadai | kebijakan serta teknis
namun belum sepenuhnya | penyelenggaraan pengawasan dan
terintegrasi  dengan  sistem | dkembangkan secara bertahap
informasi pengawasan sesuai ketentuan dan  akan

ditingkatkan melalui sistem informasi
pengawasan terintegrasi.

5 Kualitas implementasi SPIP | Pendampingan dan evaluasi SPIP
perangkat  daerah  Kurang | melalui model evaluasi terbaru dari
memadai BPKP kepada seluruh OPD, dan

didukung dengan peraturan yang
terintegrasi dengan Nilai Indeks
Pengawasan

g |upraya pembangunan Zona |Asistensi dan verifikasi upaya
Integritas dan Reformasi | pembangunan zona integritas dan
Birokrasi di tingkat perangkat | reformasi birokrasi kepada perangkat
daerah maupun pemerintah | daerah melalui kolaborasi dengan
kabupaten Kurang memadai. Tim Reformasi Birokrasi tingkat

Kabupaten.

7 Semakin banyaknya kebutuhan Membangun layanan konsultasi reaf
pelayanan pengaduan dan time online untuk meningkatkan
konsultasi. Ketepatan waktu dan kualitas

. pelayanan publik.

8 Instrumen pencegahan korupsi Membangun sistem MCP untuk
di  tingkat desa belum tingkat desa dengan mengadopsi
terbangun secara terintegrasi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja
ini, saran dan kritik yang membangun akan dijadikan peftimbangan dalam
menyusun laporan kinerja selanjutnya sehinga mampu memberikan informasi -
yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,
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Lampiran 1. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2018-2023
Programiegiatan Indikator Satan Capaian 2019 220 221 2022 paiva] Atar Perioda Kamr‘;
awal
faen | Redna | Rp |Reaisa| Rp | Tag Rp Targat Rp Target Rp Taget Rp
perencan o s et
aan
PROGRAM Persentase % 2% 6% | NA | 6% | NA [ 65% [ X5:5000 | 00K | 1459000 | 5% 785.000,000 % 13245000 | kespeidor
Rekomendast hasil [+
PENGAWASAN pengawasan yeng Daerah
Ditindak L anjiti
Penyslenggaran Pengawasan | Jumlah Gporan hasa Laporan 275 75 WA 115 WA 147 162,535 000 140 240,376,000 " 505,000,000 4 907511000
Internal pengiwasan umum
(general) yang
diterbitkan
Pengasasan Kineda Pemerinizh Jurndah [aporan hast Laporan 93 ] WA 63 MEA 0 36,337,000 0 43,532,000 &4 125,000.000 04 205,269,000
Caarah pengawasan kinoria
pemesintsh daarah
Pergasasan Keuangan Jurriah Laporan hast Laparan k& % NA 10 NiA 13 21,775.000 18 71,208.000 18 100,000,000 9 192,984,000
Pemerninizh Daerzh pengawasan keuangan
pemerirtah daorahy
Reviu Laparan Kinorja Jurrdah laporan hasi reviy | Laporan 2 2 NA 2 NIA 2 7.200.000 2 16,554,000 2 50,000,000 6 13,754,000
laporan kicerga
Reviy Lagoran Keuanan Jumioh [aporan hasi reviu | Laporan 1 1 NA 1 NA 1 10,800,000 1 30,015,000 1 50,000,000 3 90515,000
laporan kevangan
Pengawasan Desa Jurniah laporan hasd Laporan 158 158 NA 10 NIA 2 52,560,000 2 36,065,000 ¥ 100,000,000 82 188525.000
pengaugsan desa
Ketjasama Pengawasan knternal Jurmnlah kesepakatan Kesepakatan 5 5 WA 27 NA 27 33,852,000 ri) 30.23,000 30 50.000.000 84 114,092,000
pengaraasan inemal yang
torbentuic
Moniexing dan Evaluasi Tindk | Jrrdah doemen hasd Ookumen 2 2 WA 2 NA 2 - 2 12.372.000 2 30,000,600 6 42372,000
I can Tindak Lanpd Hasd tindak bt hasd
Pemedicaan APIP pemetiksasn BPK RI dan
Sndak it hasd
pemediksaan AP
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ProgramiKegiatan Indiator Satuan Capaian 2019 2020 et 2022 203 Aktir Pericda Uil
amal Keda
Wun | Resa| Rp |Reisa| Rp | Tag Rp Tamget Rp Target Rp Tagel Rp
perencan ] § el
an
Penyelenggaraan Pengawasan [ Jumlah laporan hasi Lagoran P A NA [ 22 [ n& 103450000 | 35 101063000 | 45 280,000,000 o 484,543.000
dengan Tujuan Tertonty pengawasan dengan
turean tertentu {spesific)
yang diterbithan
Perangaran Penyelesaion Jumiah laporan Lasoran 4 4 WA ] WA 5 1.675.000 5 . 5 30,000,000 15 31,875,000
Kerugian Negarafacrah penyelesaian karugian
Negarapaerah yang
_ @angani
Pengaaasan Dengan Tuan Jumizh laporan hasd Laporan 2 2 NA 25 RIA 25 101.585,000 2 101,083,000 40 250,000,000 95 452 663,000
Terienty pengawasan dengan
fifuan tertenty
PROGRAM PERUMUSAN Persentase % 2% &% NA 63% NA | 65% 159453000 | 70.0% 238 820,000 % 675,000,000 % 1.073.333,000
KEBILIAKAN, Rekomeadasi hasit
PENDAMPINGAN DAN pengawasan lainnya
ASISTENS! (pembinaan) yang
 itindak lanpat
PersentaseliPyang [ % % | &% | WA | &% | NA | 90% T o0% % 0%
sesual standar
Nilai Kapabiktas APP Angka 3 3 NA 3 NA | 325 35 as 35
Pecumnusan Kebfjakan Teanis | Jumiah laporan Laporan 3 3 NA 6 NIA 10 30,036,000 10 57,052.000 10 300,000,000 3 387 088,000
di Bidang Pengawasan dan kebijakan taknis di
Fasikitasi Perrgawasan bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan
yanf) diterbitkan
Pfs'umsan Kebjakan Teknis & Jr.m-fdz rekomendas Rekomendasi 4 4 NA L) NA 10 13,086,000 10 37.627,000 15 150,000,000 kD) 200,713,000
Bidang Pengaagsan kedikan teknis & bidang
PengImasan yang dsusun
Perurersan Kebijatan Telnis & | Jumish rekomendas Rekomendasi 4 4 NA 5 NA 1 16,950,000 10" 19.425,000 15 150,000,000 35 185 375,000
Bidang Fasitasi Pengawasan kebtiakan teknis & betang ’
tasiitasi pengaaasan yang
Pendampingan dan Asistensi | Jumbh laporan hasd Lanoran 132 132 NA 135 NEA 30 129.417.000 X 181,828,000 M 375,000,000 ] 685.245.000
pendampingan dan
asistensiyang
diterbitkan
Pendampingan dan Agsensi Jummiah perangiat daeah | Peranghat 60 [1] WA 61 A 7 1,342,000 2 11.277.000 7 25,000,000 216 37,619,000
Urusan Pemarintaten Daerah yang dlalasdan daerah
pendamgingan dan
asistensi unsan
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ProgramiKegatan Incuror Safuzn Capaian 219 202 a1 22 23 Aldir Peciode Klim
and s,
W (Reaksa| Rp |Restsa] Rp | Tag Rp Target Rp Target Rp Taget Rp
parercan si si et
23n
pernefirtahan daecah
Pecdampingan, Asistensi, Jurrlah peranckatdaersh | Perangkat 52 52 NA 52 RIA 52 9,150,000 52 31,850,000 (7] 100,000,000 156 141,040,000
Vecfikasi, dan Pandaen yang dlakuden daerah
Retormasi Birokras i
vedifikasi, dan pendain
reformasi birokrasi
Koordinasi, Wtontiorng dan Jurriah kegiztan Kegiatan 3 6 NA 3 A 6 105,845,000 10 118,657,000 10 150,000,000 2% 374.502.000
Evaksad serts Verfikasi koordnasi, moniioc
Pencegahan dan dan evaluas serta
Pemberantasan Korypsi verifkasi pencecahan dan
Torupsi
Pendampingan, Asistensi dan hurish perangiat daech | Perangkat ] 7] WA 17 A | 83 12,080,000 5% 20,004,000 56 100.000.000 195 133.084,000
Verifikasi Penegaian Integritas yang dlankan daergh
Can verifikssi penegakan
intogritas
PROGRAM PEXURJANG Persentase pameny 5% 85% | NA | 8% | NA | 95X | 4612181342 | 9% | 4624339660 | %% | 6565100000 | 5%
URUSAN PEMERINTAHAR tasilitast kebutuhan % 15,821.621,002
DAERAH KABUPATENKOTA | operasional periantoran
Perencanaan, Penganggaran, | Persentase asiftas] 100% 100% | NA& | 100% | WA | 00% 552,000 100% §,773.000 100% 32,000,000 100% 43.432 000
dan Evaluasi Kinerja dokumen Perencangan,
Perangkat Daecah dan %
Evaluasi Kinera
Peeyusunan Dokumen Jumlah  Dofumen dokumen 3 3 NA 3 KA 3 $64,000 2 2,826,000 3 8,000,000 8 11,796,000
Perencanaan Pesangkat Daerah | Perercaraan Perangka!
Daerah
Koordinasi dan Peryusunan hamizh Dokumen RKA- dokumen K] 3 NA 3 NA 3 1.5670.000 E] - 3 8,000,000 9 §.670.000
Dokumen RKA-SIGPD SKFD dan Leporan Hasd
Koordingsi Peeyusuman
Delarmen RKA-SKPD
Koordinasi dan Pemyusunan Jeniah Laporen Cpaian. | Laparan 5 5 NA 5 NA [ 291,000 [3 - [ 8,000,000 15 8.991.000
Lapoan Capaizn Kinerja dan Kinerja dan Bivtisar
ldtisar Reafsasi Mnerja SKPD | Reafisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasl
Koorfnasi Penyusuran
_Laporan Capaian Kinetja
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Programieqiatan Incikaor Sstuan Capaian 2019 2020 2021 77] 2023 Akhe Periode Unit
awa Keda
e [Readisa| Rp |Recisa| Rp Tayg Rp Tanget Rp Target Rp Taget Rp
perencan 41 si el
a3n
dan (hisar Resfsasi
Kinerja SKPD
Evaluasd Knera Parangkat Jurdah Laporan Laporan 8 ) NA g NI& a 2,034,000 8 2,507,000 [ 8,000.000 24 12.541,000
Daerah Evahasi Kinaja
Peqargkat
Daseah
Administrasi Keuangan Persent2se fasilitasi % 3% 83% NA 8% NA [ 100% | 3B47.285655 | 100% 3939137150 | 100% 4.763.500,000 100%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 1249922805
Perangkat Daerah
Peayedaan Gaf dan Tunjargan | Jumizh Orang yag | | orangodin 35 B NA ET3 MNA | 1 | amvakim | - 3GHI50 | 33 | 4400000000 33
ASN Veredima Gaj dan 12.142,117.453
Turgangan ASN
Petyediaan Adminisirasi Jurriah Dofmumnen Hasd diokumen 12 12 NA 12 HIA 12 6545252 12 34,836,000 12 350,000,000 3% 391,382,352
Pebakszngan Tugas ASN Penyedtaan Admicistrasi
Pefaksanaan Tugas ASN
Koondinasi dan Penyusunan Jurrdah Laparan Laparan ] 6 WA 3 NA 6 2072000 6 . & 2,500,000 18 4,572,000
E£aporan Kevangan Alhir Taten | Keuangan Akt Taten
SKPD SKPO dan Laporan Hasl
Kooardinasi Perytrsunan
Laparan Kouangan Ak
Tatun SXPD
Koordinasi dan Peayussunan Javish Laporan Laporan 18 18 NA 18 NA | 18 851,000 18 - 18 8,000,000 5 8.851,000
Laporan Kauangan Bularacd
BulananfTrisudanayvSemesteran Triavbanan' Semesteran
SKPD SKPD dan Laporan
Koordnasi Peayteeunan
Laporan Ketangan
ButznanTiwudanan/Sems
steran SKPD
Peaysumen Pelporan dan Jumish  Dokenen dokumen 1 1 NA 1 KA 1 - 1 - 1 1000.000 3 3,000,000
Analists Prognosis Realisas Pelaporan  dan  Anatsis
Aoogaran Progriosis Realisasi
_ Ancgarmn
Admintstrasi Kepegawaian Persentass fasifiasi % 100% 100% NA 100% A | 100% 13,168,000 100% - 100% 235,000,000 100% 248,168,000
Peranglat Daersh Administrasl
Kepegawabin PD
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Programéegatan Infator Capaian 2019 20 221 202 2073 At Periode Unit
awd Keda
@ |Readsa| Rp [Reaisa| Fp | Tag Rp Targel Rp Target Rp Taget Rp
perencan si -] al
aan
PenGdian dan Pelattan Jurrézh Pegawal 8 28 NA 4 RA | 4 13,168,000 28 . 28 200,000,000 2 213,163,000
Pegaufa' Berdasarian Tugas dan | Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Fungsi yarg Mengia i
Pendidican dan Pelathzn
Pengadasn Pakaian Okas Jumiah Paket Pacian 1] 0 NA 0 A 0 - 0 40 35,000,000 40 35,600,000
Beserts Arnd Kelonghapannya | Dinas baserta At
Kelengkapan
Administrasi Umum Peranglat | Persentase fasifitagd 100% 100% NA 100% NA [ 100% 298,856 440 100% 284781830 100% 358,000,000 100% 951678270
Daerzh Administrasi Umom PO
Penyedizan Komponen Instalasi | Jumiah  Patet 1 1 NA 1 NA 1 5.085,400 1 3.106.8%0 1 5.000.006 1 13.193.240
ListrixfPenerangan Bangeman Komponen instalasi
Kartor I
Bangunan Kantor yang
Disedizkan
Peryediaan Bahan Logisit Jumigh Paket Bahan 2 2 WA 2 NA 2 102.509.260 2 B85,768.210 2 100,000,000 -] 288277 470
Kantoe Logistk Kardor yang
Penyediaan Basang Cetakan dan | Jurmlah Paket Barang 1 1 WA 1 A 1 10,911,780 1 10,911,780 1 11,000,000 3 NS0
Penggandaan Cetakan dan
Perogandaan
_ Disecfalcan
Penyediaan BahaoMaterial Jurniah Paket 1 1 NA 1 NA 2 25,694,000 2 - 2 2,000,000 6 27634000
Baraniaterial yang
Disediatan
Peayelergoaraan Rapzt Jumlah  Laparan 0 x NA k] NA [ 40 154,695 000 40 184.955.000 40 250.000,000 120 589.690.000
Koordinzsi dan Konsutasi SKPD | Peayelenggaraan
Rapat
Koordinad dan Korsultasf
SKPD
Pengadaan Barang Hiik Persentase fasiitasi 100 100% NA 100% A 90% 126341238 a0% - 9% 600,000,900 0% 726341338
Daerzh Penunjang Urusan peagadam BKD
Pemerintah Daerah
Pe_n;.adam Peralztan dan Masin mwapmdm 2 2 NA 2 A 6 126341338 ¢ - 4 600,000,000 10 72634138
Lannya Mesin Lairya yang
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Programiiegiatan Indikater Satian Capaian 2013 2020 vy 202 2023 Akhir Periode Unit
awd Kerja
thn (Realsa | Rp |Realsa| Rp | Tag Rp Target Rp Tagal Rp Taget Rp
perencan 14 -] o
aan
Penyediam Jasa Penunfang | Pecsentase asaiast [3 100% | 1w00% | NA | 100X | N | 100% | 212830000 | 100w | 21 100% | 235.000,000 100% 58,583,800
Uruszn Pemerintzhan Daersh | penyediaan fasa 025200
; so0al
karttor
Pemryediann fa5a Surat Menywat | Jumtah  Leporan Laporan 12 12 A 12 N& | 12 23,000 12 1716000 12 5.000.000 % 6.740.000
Pewodizan  Jasa
Surat
Peryediaan Jasa Komuniasi,
i Jumiah Laporan Laparan 12 12 NA 12 NiA 12 58,081,600 1 137,600 70,000,000 3% 183219200
Surnber Daya Ak dan Listik Peryodaan Jasa 2 % " e
Kocumdarsl, Sumber Daya
Alr dan Listrik yang
Disodiakan
Penyeciaan Jasa Pelzyanan Jumiah Laporan Laporar 12 12 NA 12 NA 12 154725 000 12 152,399,500 12 160,000,000 3% 468,124,600
Uenum Kardor Peoyecfaan Jasa
Pelayaran
Urmum Kantor yang
Ditodakan
Peazkharaan Barang Mtk Persentzse fasiktand % 0% 0% NA 90% NA | 50% | 702000309 | 90% 184434480 | 90% 151,600,000 0% E44.034.739
Daerah Pemmijing Urusan pemelharaan BMD
Pemorintahan Daersh
Pemyediazn fasa Jumiah Kendraan Unit z 27 NA 7 NA | 27 0495309 z 146,859 480 v 301,600.000 z 528.954,789
Pefirinan Kendaraan Kendaraan Dings Jahatn
Operasional atxu Lazangan yang Dipeftara dan
Szyrkan Papinya
Pemciharaan Purdstindan | Junlah Poalaan dan | Ul % ¥ [ NAT[ 3 | NA [ 3 | 25600 | 3 | ITemo0 | % | 00000 | % 115 580,000
Meosin Lainnya Mesn Lanma yang
Jumiah 5037 629.:42 5.204 678560 8,045,100,000 18287 408,002
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Lampiran 2. Matrik Rencana Kerja Tahun 2023
No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
(Rp)
1 2 3 4 S 6
A PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Rekomendasi hasil 75% 934,016,000 DAU
PENGAWASAN . pengawasan yang Ditindak Lanjuti
1 Penyelenggarasn Pengawagan Internal Jumlah laporan hasil pengawasan. 147 655,296,000
umum ( general ) yang diterbitkan
i.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja 64 164,796,000
pemerintah daerah
1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Jumlah laporan hasil pengawasan 18 210,500,000
Daerah keuangan pemerintah daerah
1.3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil reviu laporan 2 50,000,000
kinerja
1.4 Reviu Laporan Keuangan 1Jumlah laporan hasil reviu laporan 1 50,000,000
keuangan
1.5 Pengawasan Desa Jumiah laporan hasil pengawasan desa 30 100,000,000
1.6 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah kesepakatan pengawasan internal 30 50,000,000
' yang terbentuk
1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut | Jumlah dokumen hasil monitoring dan 2 30,000,000
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP BPK RI dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP
2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Jumlah laporan hasil pengawasan 45 278,720,000
Tujuan Tertentu dengan tujuan tertentu { spesific ) yang
diterbitkan
2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah laporan penyelesaian kerugian 5 28,720,000
Negara/Daerah Negara/Daerah yang ditangani

LAMFPIRAN } 72




Laporan Kinerja Triwulan

il Tahun 2023
Inspektorat Daerah
No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6
2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil Pengawasan 40 250,000,000
Dengan Tujuan Tertentu
B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 1. Persentase Rekomendasi hasil 1. 75% 698,472,200
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI pengawasan lainnya ( pembinaan ) 2. 90%
yang ditindak lanjuti 3. 3,5
2. Persentase LHP yang sesuai standar
3. Nilai Kapabilitas APIP
1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Jumlah laporan kebijakan teknis di 10 295,000,000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan yang diterbitkan
1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di i5 150,000,000
Penpgawasan bidang pengawasan yang disusun
1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di 15 145,000,000
Fasilitasi Pengawasan bidang fasilitasi pengawasan yang
disusun
2 Pendampingan dan Asistensi Jumlah laporan hasil pendampingan 34 403,472,200
dan asistensi yang diterbitkan
2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Jumlah perangkat daerah yang dilakukan 72 25,000,000
Pemerintahan Daerah pendampingan dan asistensi urusan
pemerintah daerah
2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan 49 100,000,000
Penilaian Reformasi Birokrasi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi
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No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6
2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring 10 178,472,200
serta Verifikasi Pencegahan dan ' dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
Pemberantasan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi
2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan 56 100,000,000
Penegakan Integritas Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas
C PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuahan fasilitasi 95% 6,566,594,600
PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan operasional perkantoran
KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase fasilitasi dokumen 100% 34,000,000
Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
1.1 Penyusunan Dolkumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 3 8,000,000
Perangkat Daerah daerah
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan 3 8,000,000
RKA-SKPD hasil koordinasi penyusunan dokumen
RKA-SKPD
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja dan 5 8,000,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja 8 10,000,000
perangkat daerah
2 Administrasi Keuangan Peranglat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi 100% 4,458,500,000
Keuangan Perangkat Daerah
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No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
Rp)
1 2 3 4 5 6
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 34 4,400,000,000
tunjangan ASN .
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah dekumen hasil penyediaan 12 50,000,000
Tugas ASN administrasi pelaksanaan Tugas ASN
2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun 6 2,500,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan bulanan/ 18 3,000,000
Keuangan triwulanan/ semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan koordinasi penyusunan laporan
keuangan bulanan/ triwulanan/
semesteran SKPD
2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah dokumen pelaporan dan analisis 1 3,000,000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi anggaran
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Pereentase fasilitasi Administrasi 100% 226,000,000
Daerah Kepegawaian PD
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan 28 200,000,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi fungsi yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah paket pakaian dinas beserta 41 26,000,000
Atribut Kelengkapannya atribut kelengkapannya
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi 100% 372,635,000
Umum PD
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No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
{Rp)
1 2 3 4 5 6
4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket komponen instalasi/ 1 10,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang
disediakan
4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang 2 100,000,000
disediakan
4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan 1 11,000,000
Penggandaan penggandaan yang disediakan
4.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah paket bahan/material yang 2 2,000,000
disediakan
4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 40 249,635,000
Konsultasi SKPD koordinasi dan kosultasi SKPD
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi pengadaan BMD 90% 555,200,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya 4 555,200,000
yang disediakan
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase fasilitasi penyediaan jasa 100% 438,699,600
Pemerintahan Daerah penunjang operasional kantor
6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat 12 5,000,000
menyurat :
6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah laporan penyediaan jasa 12 280,300,000
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
yang disediakan
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No Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Indikatif | Sumber Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6

6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah laporan penyediaan jasa 12 153,399,600
Kantor pelayanan umum kantor yang disediakan

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 90% 481,560,000

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau 27 301,600,000
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
Kendaraan Dinas Operasional atau dan dibayarkan pajaknya
Lapangan

7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 36 50,000,000
Lainnya dipelihara

7.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 129,960,000
kantor dan bangunan lainnya
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